
. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
.. PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

N0?4~R 11 TAHON 2017 

TENTANG 

SALINAN. 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAaA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam ra.ngka meningkatkan disiplin da.n wibawa 
serta motivasi kerja pegawai, perlu disusun petj.oman 
tenta.ng Pakaia.n Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

Mengingat 

. b. bahwa Peraturan Bupati Kotawa.ringin Barat Nomor 22 
Tahun 2010 ten tang Paka.ian Dinas Pegawai di Lingkunga.n 
Pemerintah .Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaima.na 
telah diubah beberapa . kali terkahir dengan Peraturah 
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin aarat 
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
sudah beberapa kali mengalami perubaha.n dan tidak sesuai 
denga.n Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

i · Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubaha.n Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Li~gla;mga.n 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga: 
perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaima.na dimaksud 
pada huruf a da.n huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Unda.ng-Unda.ng Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimanta.n (Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 N9mor 72, Tambahan Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. l)ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ·tentang 
Pembentukan Peratura.n. Perunda.ng-undangan (Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaha.n I,,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara, Tahun . '.?014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nom9r 5494); · 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pe:;merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T:;1.hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
byberapa kali terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 2~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Paerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

:;;. PerEjlturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4450 ); 

6. Pe:;raturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indc;mesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Re:;publik Indonesia Nomor 5135); 

7. Pe:;raturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

8. Keputusan Presiden Nomor a2 Tahun 1971 tentang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri N9mor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20H~ Nomor); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (aerita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawariongin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 66). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. J;)aerah adalah Kabupaten Kotawaringin B~rat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Da(;!rah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. · 

3. Bupati ?-dalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah $ekretaris Daerah Ka bu paten 
Kotawaringin Barat. 

5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin 
k~camatan. 

6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mem1mp1n 
kelurahan. 

7. Aparatur Sipil. Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesf bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. · 

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan dis<;:rahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan p~raturan perundang­
undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, · yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk 
menunjukkan identitas PNS dan PPPK dalam 
melaksanakan tugas. 

12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian 
dinas. 

13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian 
yang dikenakan atau · digunakan PNS dan PPPK sesuai 
dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos 
kaki dan sepatu beserta atributnya. · 

I.. 
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14. Korps Pegawai Repubilk Indonesia yang selanjutnya di~eb~t · 
KORPRI ac;lalah satu-satunya wadah non-dinas untuk 
menghimpun clan membina seluruh pegaw~ Rypublik 
Indon~sia demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, 
serta kesetiannya kepada cita-cita perjuangan b9-ngsa da:n 
negara kesatuan Republik Indonesia berdasarka,n Pancasila 
clan Undang-Undang Dasar 1945. 

BAB II 
PAKA~AN DINAS 

Bagian Kesatu 
Jenis Pakaian Dinas 

Pasal 2 

( 1) Pakaian Dinas terdiri c:lari: 
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 

1) PDH Wama khaki; 
2) PDH Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap; clan 
3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah. 

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; 
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; 
d. Pakafan Sipil Lengkap disingkat PSL; 
e. Pakaian Dinas Lapang~ disingkat PDL; 
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat clan Lurah; 

clan 
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat c_:lan Lurah. 

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat 

Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan 
b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat 

Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat 
Fung~ional. 

Pasal 3 

Pakaian Dinas sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 2 
mempunyai fun'gsi untuk menunJukkan identitas pegawai clan 
sarana pengawasan pegawa1. 

Bagian Kedua 
Pakaian Dinas Harian (PDH) 

Pasal 4 

(1) PDH dipakai untuk melak~anakan tugas sehari-hari. 

(2) PDH Warna khaki terdiri dari: 
a. PDH Pria: 

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 
2. Celana panjang wama' khaki; clan , 
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki clan sepatu 

semua wama hitam. 
Q. PDH Wanita: 

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 
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2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan 
3. Sepatu pantovel warna hitam. 

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

(3) PDH Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gel~p t~rdiri 
d~ri: 
a. PDH Pria: 

1. Kemeja putih lengan panjang/ pendek; 
2. Celana panjang warna hitam/~~lap; dan 
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan ~epatµ 

semua warna hitam. 
b. PDH Wanita: 

1. Baju putih lengan panjang/pendek; 
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan 
3. Sepatu pantovel warna hitam. 

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

(4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari: 
a. PDH Pria: 

1. Kemeja Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan 
parijang/ pendek; 

2. Celana panjang warna hitam, gelap atau 
menyesuaikan; dan 

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu 
semua warna hitam. 

b. PDH Wanita: 
1. Baju Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan 

parijang/ pendek; 
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam, gelap atau 

menyesuaikan; dan 
3. Sepatu pantovel warna hitam. 

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

(5) Bagi Pegawai Golongan IV/ a ke atas atau yang disamakan, 
selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH. 

Bagian Ketiga 
Pakaian Sipil Harian (PSH) 

Pasal 5 

(1) P$H dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk 
keperluan lainnya yang bersifat umum. 

(2) PSH Pria: 
a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; 
b. Leher berdiri dan terbuka; 
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 

dan 
d. Kancing lima buah. 
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(3) PSH Wanita: 
a. Jas lengan pendek dan r9k 15 cm di bawah lutut warna 

sama; 
b. Leher b~rdiri d;;m terbuka; 
c .. Tiga saku, satu atas kiri c;lan dua bawah kanan c;lan kiri; 

dan 
d. Kancing lima buah. 

(4) P$H wanita berjilbab dan hamil m~nyesuaikan. 

Bagian keempat 
Pakaian Sipil Res~i (PSR) 

Pasal 6 

(1) PSR dipakai untuk menghadiri upacar~ yang bukan 
upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri da.n 
dipakai dimalam hari. 

(2) PSR Pria: 
a. Jas lengan panjang clan celana panjang warna sama; 
Q. Leher berdiri dan t~rbuka; 
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 

dan 
d. Kancing lima buah; 

(3) PSR Wanita: 
a. Jas lengan panjang clan rok 15 cm di bawah lutut 

wama sama; 
b. Leh~r berdiri dan terbuka; 
c. Tiga saku, satu atas kiri dan clua bawah kanan clan kiri; 

dan 
d. Kancing lima buah. 

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

Bagian Kelima 
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 

Pasal 7 

(1) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau 
bepergian resmi keluar negeri. 

(2) PSL pria: 
a. Jas warna gelap; 
b. Celana panjang wama sama; dan 
c. Kemeja dengan dasi. 

(3) PSL wanita: 
a. Jas wama gelap; 
b. Rok 15 cm di bawah lutut wama sama; dan 
c. Kemeja dengan dasi 
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(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

Bagian Keenam 
Pakaial;l Dinas Lapangan (PDL) 

Pasal 8 

(1) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di 
lapangan y~ng bersifat teknis. 

(2) PDL Pria dan Wanita: 
a. Baju lengan panjang berlidah bahu wama khaki; 
b. Celana panjang semata kaki wama khaki; d1;1n 
c. Sepatu kulit wama hitam. 

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

(4) PDL sebaga_imana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di 
lapangan. 

Bagian Ketujuh 
Pakaian Dinas Harian (PDH) 

Camat dan Lurah 

Pasal 9 

PDH Camat dan ~urah terdiri dari: 
a. POH Camat Pria dan Lurah Pria 

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 
2. Celana panjang wama khaki; dan 
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu. wama 

hi tam, tanda jabatan dan tanda pangkat. 
b. PDH Camat clan Lurah Wanita: 

1. Baju l~ngan pendek, berlidah bahu, wama khaki; 
2. Rok 15 cm di bawah lutut wama khaki; dan 
3. Sepatu wama hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. 

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil 
menyesuail~an. 

Bagian Kedelapan 
Pakaian Dinas Upacara (PDU) 

Camat dan Lurah 

Pasal 10 

PDU Camat dan Lurah dipakai c;lalam melaksanakan upacara 
pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. 

Pasal li 

PDU Camat dan Lurah terdiri dari: 
a. PDU Camat dan Lurah Pria: 

1.Kemeja warna putih, dasi wama hitam polos dan jas 
warna putih dengan kancing wama kuning emas; 

2. Celana panjang warna putih; dan 
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, s~mua berwarna hitam. 
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b. PDU Camat dan Lurah Wanita: 
1.K(;!meja warna. putih, dasi warna hitam polos dan jas 

warna putih (iengan kancing warna kuning; ' 
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lut\lt; dan 
3. Sepatu fantovel warna hitam. 

c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab d~ hamil 
menyesu~kan. 

Bagian Kesembilan 
Model Pakaian Dinas 

Pasal 12 

Model Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peratµran Bupati ini. 

BAB III 
ATRIBUT PAKAIAN PINAS 

Bagian Kesatu 
Jenis Atribut Pakaian Dinas 

Pasal 13 

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: 
a. Tutup Kepala; 
b. Tanda Pangkat (hanya dipakai oleh Camat dan Lurah); 
c. Tanda Jabatan (hanya dipakai Camat dan Lurah); 
d. Lencana KORPRI; 
e. Tanda Jasa (hanya dipakai oleh Camat dan Lurah); 
f. Papan Nama; 
g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kabupaten; 
h. Lambang Daerah; 
i. Tanda Pengenal. 

Bagian Kedua 
Tutup Kepala 

Pasal 14 

Tutup Kepala terdiri dari: 
a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; 
h. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan 
c. Topi Lapangan. 

Bagian Ketiga 
Tanda Pangkat 

Pasal 15 

(1) Tanda Pangkat dipakai untuk menunjukkan tingkat dalam 
status selaku Camat dan Lurah. 

(2) Tanda pangkat terdiri dari: 
a.Tanda Pangkat Harian yang ter'buat dari bahan dasar 

kain dan logam, warna kuning emas; dan · 
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b.Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar 
kain dan logam. 

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan. 

Bagian Keempat 
Tanda Jabatan 

Pasal 16 
. 

(1) Tanda Jabatan dipakai untuk menunjukkan j~batan 
selaku Camat dan Lurah. 

(2) Tandc:t Jabatan terbuat dari bahan da~ar logam. 

(3) Tanda Jabatan dipakai di dada se}:)elah kanan. 

Bagiai:i Kelima 
Lencana KORPRI 

Pasal 17 

(1) Lencana KORPRI dipakai pada semuajenis pakaian dinas. 

(2) Lencana KORPRI untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan 
logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat 
dari bahan kain bordir warna kuning emas. 

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. 

Bagian Keenam 
Tanda Jasa 

Pasal 18 

(1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa 
dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. 

(2) Tanda jasa terdiri dari: 
a. Pita Tanda Jasa; 
b. Bintang Tanda Jasa. 

(3) Tanda Jasa dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan 
jenis pakaian dinasnya. · 

· (4) Tanda. Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada 
sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan 
jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. 

Bagian Ketujuh 
Papan Nama 

Pasal 19 

(1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai 
di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku. 

(2) Papan nama terdiri dari : 
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a. Bahan dasar ebonit/plastik, wama hitam dengan 
tulisan wama putih "Untuk PDH dan PDU; 

b. 1;3ahan dasar kain wama khaki c;lengan tulis~ bordir 
warna hitam untuk PDL. 

Bagi~n Kedelapan 
Nama Pemeri~tali Provinsi da~ Kabupaten 

Pasal 20 

(1) Nama Pemerintah Provinsi clan Kabupat~n menunjukkan 
tempat kerja. 

(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah 
kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu. 

(3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan 
sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lida.h bahu. 

(4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi clan Kabl;lpat~n 
berupa. kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH 
PROVINS! 

1

KALIMANTAN TENGAH clan KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT. 

Bagian Kesembilan 
LaI,D.bang Daerah 

Pasal 21 

(1) Lambang Daerah menggambarkan landasan filosofis 
daerah dan ~emangat pengabdian serta ciri khas daerah. 

(2) Lambang Oaerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 
(dua) cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten. 

(3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar 
clan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, wama clan 
ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 

Bagian Kesepuluh 
Tanda Pengenal 

Pasal 22 

(1) Tanda Pengenal dipakai untuk mengetahui identitas 
seorang pegawa1. 

(2) Tanda Pengenal wajib dipakai oleh pegawai dalam 
menjalankan tugas. 

(3) Tanda Pengenal dipasang pada kant9ng/ saku baju 
sebelah kiri di bawah lencana KORPRI. 

Pasal 23 

( 1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar kertas 
dibungkus laminating plastik/ ebonit/ mika.. 
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(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai adalah empat p~rsegi 
panjang dengan ukuran: 
a. Kertas/ebonit/mika sebagai dasar tulisan tanda 

pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 9m 
dan lebar 4,5 cm; 

b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan 
lebar 6,~ cm (khusus untuk tanda pengenal yang 
terbuat dari kertas). 

·Pasal 24 

Tanda Pengenal terdiri dari: 
a. Bagian depan: 

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian 
(PDH) warna khaki; 

2. Lambang Daerah; 
3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan 
4. Nama K9mponen/Unit Organh;msi. 

b. Bagian Belakang: 
1. Nama Pegawai; 
2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan 

Fungsional; 
4. Golongan Darah; 
5. Alamat Kantor; 
6. Tanggal dikeluarkan; 
7. Pejabat yang mengeluarkan; · 
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan. 

Pasal 25 

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
pa~al 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh 
pegawai. 

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terd~ri 
dari: 
a. warna merah untuk pejabat eselo~ II; 
b. wama biru untuk pejabat eselon III; 
c. wama hijau untuk pejabat eselon IV; 
d. wama kuning untuk pejabat eselon V; 
e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan 
f. wama abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. 

Bagian Kesepuluh 
Bentuk dan Model Atribut 

Pasal 26 

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS 

DAN PEMAKAIAN ATRIBUT 

Bagian Kesatu 
Penggunaan Pakaian Dinas 

Pasal 27 

(1) Penggunaan pakaian dinas diatur sel;>agai berlkut: 
a. Harl Seniµ dan Selasa menggunakan PDH wama khaki; 
b. Harl Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, Celana/ 

Rok hitam atau gelap; 
c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik. 

(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubemur 
Kalimantan Tengah membuat kebijakan yang 
menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan pakaian 
'dinas sebagaimana dimaksud pad~ ayat (1) maka Bupati 
menerbitkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti 
kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam penggunaan 
pakaian dinas. 

Pasal 28 

PDH Batik ~apat digunakan: 
a. pada waktu/ acara resmi tertentu diluar hari kerja; 
b. kegiat~ di luar jam kantor / di luar kantor; Dan 
c. sesuai dengan ketentuan acara. 

Pasal 29 

( 1) Pakaian LINMAS digunakan pada saat perlngatan Harl 
LINMAS d~/ atau sesuai ketentuan acara. 

(2) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Harl 
KORPRI dan/ atau sesuai ketentuan acara. 

(3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara. 

(4) Pakaian Khas Daerah digunakan sesuai ketentuan acara. 

Bagian Kedua 
Pemakaian Atribut 

Pasal 30 

(1) Atribut PDH terdirl atas nama Pemerintah Provinsi, nama 
Pemerintah Kabupaten dan Lambang Daerah, Lencana 
KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. 

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan 
Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nam~, tanda 
pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat 
harian dan pita tandajasa. 

(3) Atribut PSH terdirl atas papan nama, Lencana KORPRI 
dan tanda pengenal. 
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(4) Atribut PSR hanya papl;ln nama. 

(5) PSL tidak memakai atribut. 

(6) Atribut PDT,., terdiri atas nama Pemerint~.h Kabupaten dan 
Lambang Da~rah, Lencana KORPRI, papan nama dan 
tanda pengenal. 

(7) Atribut POU Camat dan I,,urah tyrdiri atas Lencana 
KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabl;ltan, tanda 
pangkat upacara dan bin tang tanda jasa. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

I 

Pasal 31 

Pembinaan dan pengawas~ terhac;lap penggunaan pakaian 
dinas dilakuk?n oleh Bupati. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Padl;l saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 

2010 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barl;lt Tahun 
2010 Nomor 22); 

b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
K<;>tawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8); 

c. Peraturan• Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di ~ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah 
Kal:;>upaten Kotawaringin Barat Tahµn 2015 N<;>mor 30); 
dan 

d. Peraturan Bupati Kotawaringin ~arat Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 14); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 33 

Per~turan Bupati ini mulai berlak\l pada tanggal 
diundangk~. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Perat\lran Bupati ini d~ng::;m penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupat~n Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggfitl 3 Juli 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

MASRAl>IN 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 3 Juli 2017 

'BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYA,H 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NQMOR : 11 

·~ aslinya 
KUM, 

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si 
NIP. 19600429 199311 1 002 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

1. PDH WARN.A. KHAKI 
a. PDH Pria 

MODEL PAKAIAN DINAS 

g ~::;c~J-,">}~:Ji,Z.,./ .c-,~ 

h 

• 

Keterangan: 
a. Lidah Bahu 
b. Kancing Baju 
c. Ikat Pinggang 
d. Saku Baju 
e. Saku Celana Depan 
f. LenGana KORPRI 
g. Nama Pem Prov 

h. Papan Nama 
i. Nama Kab/Kota 
J. Logo Kab/Kota 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambungan Bahu 
m. Saku Belakang 
n. Lfingan Panjang 



b. PDH Wanita 

Keterangan: 
a. Nama Kab/Kota 
b. Lencana Korpri 
c. Logo Kab/Kota 
d. Nama Pem Prov 
e. Tanda Pengenal 
f. Papan Nama 

-2-

·.;, 

" ,, 

·,· 
', -' '; 

" ,jt 

l~vt 

g. Kancing Baju 
h. Saku Depan 
i. Rak 
j. Celana Panjang 
k. Lengan Panjang 
I. Krah Rebah 

k 



2. PDH KEMEJA PUTIH 
a. PDH Pria 

Keterangan: 
a. Lencana Korpri 
b. Papan Nama 
c. Tanda Pengenal 
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C C 
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b. PDH Wanita 

b 

• • 
• • 

• 

Keterangan: 
a. Lencana Korpri 
b. Papan Nama 
c. Tanda Pengenal 



3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 

a. PSH Pria 

- KETERANGAN : 

A. Kerah Berdiri 
8. Lencana KORPRI 
C. Saku Baju Atas 
D. Tanda Pengenal 

-5-

E. Kancing 
F. Saku Bawah Dengan Tutup 
G. Papan Nama 
H. Celana Panjang 
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b. PSH Wanita 

C 

d 

f 

e 

Keterangan 

a. Krah Berdiri. 

b. Lencana KQrpri. 

c. Saku baju depan. 

d. Tandan pengenal 

e. Saku bawah dengan tutup. 

f. Kancing. 

g. Papan nama. 



4. P AKAIAN SIPIL RESMI (PSR) 
a. PSR Pria 

Keterangan : 

a. Krah Berdiri. 
t). Lencana Korpri. 
c. Saku baju depan. 
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a 

D. Tanda pengenal. 
E. Saku bawah dengan tutup. 
F. Kancing. 

G. Papan nama. 
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b. PSR Wanita 

C 

d 

f 

e 

Keterangan 
a. Krah rebah. 
b. Lencana Korpri. 
c. Sajru baju atas. 
d. Tanda pengenal. 
e. Saku bawah dengan tutup. 
f. Kancing. 
g. Papan Nama. 



5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 
a. PSL Pria 

Depan Belakang 

:,\.~=-~~-b 

------+----1-- d 

Keterangan : 

a. Kemeja warna putih. 
b. Dasi. 
c. Langan panjang. 

d. Saku atas jas 
e. Saku bawah jas dE;mgan tutup. 
f. Kancing. 



b. PSL Wanita 

Keterangan 
a. Kemeja wama putih. 
b. Dasi. 
c. Lengan panjang. 
d. Saku atas jas. 
e. Saku bawah jas dengan tutup. 
f. Kancing. 
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Keterangan 
a. Kemeja wama putih. 
b. $aku atasjas. 
c. Dasi. 
d. Saku bawah jas dengan tutup. 
e. Lengan panjang. 
f. Kancing. 
g. Jilbab 



6. PAKAIAN OINAS LAPANGAN (POL) 
a. POL Pri~ 

Keterangan : 

a. Lidah bahu. 
b. Nama Provinsi. 
c. Kancing baju 
d. Papan nama. 
e. Saku ]?aju. 
f. lkat pinggang. 
g. Saku depan. 
h. Krah baju. 
i. Lencana Korpri 
J. Nama Pemda Kab/Kota 
k. Lambang daerah Kab/Kota. 
1. Tanda pengenal. 
m. Sambungan baju 
n. · Saku belakang. 
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m 

k 

n 



b. PDL Wanita 

b 
a-­

d -,-+--;...-~ 

e--1--1---'1=--.. 

Keterangan : 

a. Lidah bahu 
b. Nama Provinsi. 
c. Kancing baju. 
d. Papan nama. 
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f g 

e. Sakl,J baju. i. Lambang daerah Kab/Kota 
f. Krah rebah. j. Tanda pengenal 
g. Lencana Korpri. 
h. Nama Pemda Kab/Kota. 



-13-

7. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH 

a. PDH Camat Pria 

d 

Keterangan : 

a. Tanda pangkat. 
b. Kancing baju. 
b. c. Papan nama. 
c. d.Tanda jabatan. 
d. lkat pinggang. 
e. Salm depan. 
f. Krah baju. 
g. Lencana Korpri 
h. Nama Pemda Kab/Kota. 
I. Lambang Daerah Kab/kota 
j. Tanda pengenal. 
k. Sambungan bahu. 
1. Lengan Panjang. 
m. Saku belakang. 

I 
I 
I 

1 

~ 
• rn 

n 
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b. PDH Wanita Camat dan Lurah 

a 
j 

p 

Keterangan : 

a. Tanda Pangkat. e. Krah baju. 
b. Papan nama. f. Lencana Korpri. 
c. Tanda jabatan. g. Nama Pemda Kab/Kota. 
d. Kancing baju. h. Lambang daerah Kab/Kota 

i. Tanda pengenal. 
j. Saku depan 

k 

k. Celana panjc;1ng. 



. . 
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8. PAKAIAN I;:>INAS UPACARA (PDU) 
a. PDU Pria C~at Oan L1,1r(;lh. 

b~---......-.'Jll"'I "~=--..,...!l""ri 

C ~-~,.;;,­

d ~--i~--'7~.,, 

e ~--1~r--o~:;~ ..... 
f +---I--~--'\. 

g ~------4-1-,,19;~ 

h~-+---+-

Keterangan : 

a. Lambang Daerah 
b. Topi warna hitam 
c. Tanda pangat upacara 
d. Dasi 
e. Papan n~ma 
f. Saku atas tertutup 

n 

g. Tanda jabatan 
h. Jas warna putih 
i. Kancing garuda emas 
j. Saku bawah tertutup 
k. Celana panjang putih 
I. Sepatu hitam 

... 

m. Kemeja putih 
n. Lencana korpri 
o. Tanda jasa 
p. Belahan jahitan 
q. Belahan jas belakang. 



' ' 
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b. PDU Wanita Camat Dan Lurah. 

a 
b 

C 

d 
e 

f 

g 
h 

j 

< 

m 
n 
0 

p 

k~---, 

Keterangan : 
a. Lambang Daerah 
b. Topi warna hltam 
c. Tanda pangat upacara 
d. Dasi 
e. Papan nama 
f. Tanda Jabatan 

g. Kancing garuda emas 
h. Saku depan tertutup 
i. Flui satu rempel 
j. Rok 15 cm dibwh lutut 
k. Sepatu hitam 
I. Kemeja putih 

m. Lencana Korpri 
n. Tanda jasa 
o. Saku atas tertutup 
p. Jas warna putih 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA l)I 
LINGKUNGAN PEM~RINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

BENTUK PAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINA$ 

A. Mutz Pegawai Negeri Sipil 

Dari Depan 

Bahan dasar wama khaki 

Mutz Pegawai N~geri Sipil Gol IVa ke atas dari samping. 

Lambang Daerah Kabupaten/Kota 

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm 

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping. 

Lambang Daerah Kabupaten/Kota 

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm 

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping. 

Lambang Daerah Kabupaten 

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm 



\ 
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Mutz Pegawai Negeri Sipil Gal I da:d samping. 

Lambang Daerah Kabupaten 

Bi&ban wama perunggu ukuran 0,50 cm 

B. KOPIAH. 

DARIDEPAN DARI SAMPING 

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos. 

C. TOPI CAMAT DAN LURAH. 

D. TOPI UPACARA. 

a 
b 

C 

Keterangan : 

Lambang Daerah Kab/Kota. 

Kain hitam: 
J ari-j ari Vertikal 3, 7 5 cm 
Jari-Jari Horizontal 3,50 cm 

a. Bahan dasar kain wama hitam. 
b. Lambang Daerah Kab/Kota. 
c. Padi dan kapas dibordir. 
d. Pita emas. 



CAMAT 

KUNING EMAS 

E. TANDA PANGKAT. 
c-

1) CAMAT. 

a. Harian. 

b. Upacara. 
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LURAH 

t 1,75 CM PERAK t 1,75 CM 

Bahan dasar kain warna khaki 

Bahan dasar logam warn~ kuning emas 

Bahan dasar logam warna perak 

Bahan dasar kain wama biru tua 

Bahan dasar logam wama kuning emas 

Bahan dasar logam warna perak 



I 
l 

\ 

2) LURAH. 

a. Harian. 

b. Upacar~ 

F. TAN:PA JABATAN. 

1) CAMAT. 
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Bahan dasar logam warna perak 

Bahan dasar kain warna khaki 

Bahan dasar logam warna perun~gu 

Bahan dasar logam warna perak 

Bahan dasar kain warna biru tua 

Bahan dasar logam warna perunggu 

BENTUKBULA Lingkaran dalam Uari-jari) : 1,5 cm 

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 
jari-jari wama perak. 

Lambang daerah. 

Bahan dasar lingkaran dalam logam 
wamaperak. 

Lingkaran luar dari titik tengah 3 
cm 
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2) LURAH. 

BENTUK BULAT -
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Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm 

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari­
jari warna kuning emas. 

Lambang daerah. 

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna 
perunggu. 

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm 

G. LENCANA KORPRI. 

H. PAPAN NAMA. 

MAKMUR 2CM 

8CM 

I. NAMA PEMERINTAH PROVINS! DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN,! 

G·-•ROV· KALIMANTAN TEN~ I 
6CM 

1,5 CM 
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~PATEN KOTAWARINGIN ~,-

J. LAMBANG PEME~NTAH PROVINSI DAN KABUPATEN 

CONTOH: 

K. TANDA PENG~NAL. 

DEPAN 

• PEMERINTAH KABUPATI:N 
KOTAWARINGIN BARAT 

SEKRETARIS DAERAH 

8,SCM _r-------,_ 

Photo 
' 

4 X 4,5 

4,SCM 

BELAKANG 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 
Gol. Darah 
Alamat Kantor 
Dikeluarkan 

SEKRETARIS OAERAH 

NAMAJELAS 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 


